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Menimhng a" Bahwa berdasarkan ketenhran Pasal 3 ayat (I)
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2A tentang

Rencana Fernbangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2A2O-2O24, yang mernyatakan

Kementerian/Lcrnbaga dan Peruerintah Daerah

melaksanakan ptogmm dalam Rencana

Pembangunan Janglra Menengah Nasional yang

dijabarkan dalasr Rencana Strategis

Kemensterianltemh^go dag Retcana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah;

b. Bahwa untuk mevrujudkan penyelenggaraan

. Pemilihan Umum, Pemilihar Gubernur dan Wakit

Gubernur, Walikota dan l{Iakil Walikota -vang lebih

krkualitas, demolratis, damai, jujur, dan adil yang

sesuai dengan Rencana Fembangunan Jangka

Menengah Naeiona"l Tahun 2OZ$2O24 bedasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Rep:.rblik

Indonesia Nomor t9?/PR.01.3-

Kpt/O1/KPU llV /2A2A, perlu disusun rencana

strategis Komisi Pernilihan Umum Nota Madiun

?ahun 2O2A-242a;
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Mengingat

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Madiun tentang Rencana Strategie Komisi

Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2A2O-2O24.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2Al4 t€atang

Sistem Perencanaan Fembangunan Nasional

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a72ll;
2. Undang - undang Nomor I Tahun 2Ol5 tentang

Penetapan Peraturan Femerintatr pengganti Undang

- Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 1O Tahun 20f6
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang

Nomor I Tahun 20l5tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1

Tahun 2Ol+ tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang - Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13O,

Tambahan kmbaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 5898h

3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang

Pemilihan Umum (Iembaran Negara Republik

lndonesiaTahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O91;

4. Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 5 Tahun

2OO8 tentang Tata Kerja Komisi Femilihan Umum,

Komisi Femilihan Umum Provinsi, dan Komisi
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kmilihan Umum Kabup*.tenlHota sebcgaimana

telah beberapa l<ali diubah, terakhir dengan

Feraturan Komisi Pernilihan Umum l{omor Ol

Tahun 2010 t"ntang Perukhan atas Feraturan

Komiei Pemilihan Umurn Nomor OS Tahun 2OO8

bntang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Femilihan Umum Prcvinsi, dan Komisi Femilihan

Uum Kabupaten/Kota sebagimana telah diubah

dengan Peraturan Komiei Pemilih*n Umum Nomor

2l Tahun 2008 dan Fsraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 37 Tahun 2OO8;

5. Fer':eturan ksiden Nomor 18 Tahun 2U2O tentang

Rencanra Pembanguran Jangka Menengah Nasional

Tahun 2A2O-2A24 {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 202U^ Nomor 1O);

6. Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 06

Tahun 2OOB tentang Susunan Oryanisasi dan Tata

Kerja Sekreteriat Jenderal Komisi Femilihan

Umum, Sekreriat Komisi Femilihan Umum

Provinsi, dan Selrctariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota schgaimana telah diubah dengan

Feraturan Komisi Femilihan Umurn Nomor 22

Tahun 2OO8 tentang Ferubahan Peraturan Komisi

Pemitihan Umum Nomor O6 Tahun 2OOg tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komi*i Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

krnilihan Umum Pnovinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupeten /Kata;
7. Peraturan Komisi Femilihan Umum Homor 8 Tahun

2O19 tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan Umum,

Komisi Femilihan Umum Provinsi dan Komisi

Femilihan Umurn Kabupa.ten /Kota {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Of g Nsmor 3201,

sebagaimana telah diubah dengan Feraturan

Karnisi Pemilihan Umurn Homor 3 Tahun 2020
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tentang Perubatran atas kraturan lbmisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2Ol);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor l97lPR.O 1.&Kpt/0 I/KPU I N / 2A2O

Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2O20 - 2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEAIILIHAN

UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2O2O - 2024.

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kota Madiun Tahun 2A2O - 2024 scbagaimana

tercantum dalam L^ampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

Tahun 2O20 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam

Dikrum KESATU, merupakan dokumen perencanaan

Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2O2O sampai dengan

tahun 2O24.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, meliputi :

a. visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota

Madiun Tahun 2O20 - 2O24;

b. arah kebijakan, 3trategi, kerangka rcguLasi, kerangka

kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2O2O -
2O24; dart
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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KEEMPAT

KELIMA

c. target kineqia dan kerangka pendanaan Komisi

Pemilihan Umum Tahun 2O2O - 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

Tahun 2O20 - 2A24 sebagaimana dimaksud rtalam

Diktum KESATU menjadi pedoman :

a. penyusunan rrncana kerja di lingkungan lfumisi

Pemilihan Umum Kota Madiun;

b. penyusunan dan koordinasi rencana

program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Madiun dan pemangku kepentingan

lainnya;

c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi aJrtara

penencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengewasan program/kegiatan di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Madiun; dan

d. pe'nggunaan sumbr daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

apabila dikemudian hari terdapat keLeliruan ak.n

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal, 'to April 2O2O

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMT'M

KOTAMADIUN,

TTD

S. WISNU WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
EKRETARIAT KPU KOTA MADTUN
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